





A. Latar Belakang Masalah 
 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk yang masih dalam kandungan (Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011) Tentang Kebijakan 
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Anak merupakan salah satu 
komponen penduduk yang mempunyai potensi tinggi untuk dikembangkan dan 
sangat dibutuhkan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Dari hasil Proyeksi 
Sensus Penduduk pada rentang tahun 2010 sampai dengan 2015 data hasil sensus 
memperkirakan penduduk Indonesia telah mencapi angka 243,8 juta jiwa dan 
sekitar 33 persennya adalah anak dengan rentang usia 0-17 tahun atau sekitar 
83,99 juta jiwa
1
.Maka dari itu sangatlah penting bagi kita untuk membina 
mentalitas dan moralitas anak mengingat anak adalah harapan masa depan bangsa.
 Semua komponen penduduk pada dasarnya mempunyai Hak Asasi 
Manusia yang sudah melekat sejak lahir, seperti halnya anak, anak selain 
mempunyai Hak Asasi Manusia juga mempunyai Hak Anak dimana antara 
keduanya tersebut tidak dapat dipisahkan, selain itu hak anak merupakan salah 
satu dari sepuluh hak dasar yang dimiliki manusia. Realitanya implementasi hak 
anak bukan hanya dalam konsep integrasi hak hak anak dalam sistem perundang-
undangan Indonesia, tetapi bagaimana implementasi penegakan hak anak dan 
hukum anak yang berjalan dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Dalam 
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praktek kehidupan sehari-hari dimasyarakat perlu diterapkannya kesadaran akan 
pentingnya pemenuhan hak anak, bahwa hak anak tidak hanya berlaku dalam 
suatu keadaan sulit  dan tertindas, akan tetapi juga meliputi konteks kesejahteraan 
anak yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi sosial dan budaya politik. 
 Dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak 
Indonesia yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
yang berisi bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak wajib mengikuti aturan Pemerintah Provinsi maupun 
Pemerintah Kabupaten /Kota dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak, 
kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggapi 
isu pemenuhan hak anak sejak tahun 2006 telah mengembangkan Kebijakan 
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang kemudian dilaksanakan kembali secara 
intensif pada tahun 2010.Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak mendefisikan bahwa : "Kota Layak 
Anak adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan 
berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya 
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan 
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin 
pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam pengembangan Kota Layak Anak 
harus sesuai dengan 5 Klaster yang terdapat dalam Hak Anak (sesuai dengan 





1. Hak sipil dan kebebasan yang meliputi : 
a. Keberadaan Anak yang teregritasi dan memiliki kutipan Akta  
Kelahiran 
b. Ketersediaan fasilitas informasi bagi anak 
c. Adanya kelompok anak maupun Forum Anak yang dibentuk di 
wilayah kecamatan 
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi : 
a. Kondisi usia perkawinan pertama di bawah usia 18 tahun; 
b. Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam rangka 
pengasuhan dan perawatan anak 
c. tersediaya lembaga kesejahteraan anak 
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan 
a. persalinan di fakes dan pravelensi Gizi 
b. fakes dengan pelayanan ramah anak 
c. ketersediaan akses bersih pada rumah tangga 
4. Pendidikan, pemanfaatan waktut luang, dan kegiatan budaya meliputi : 
a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini 
b. Pelaksanaan kegiatan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun 
c. Ketersediaan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana 
program anak dari dan ke sekolah yang aman bagi anak. 
d. Ketersediaan fasilitas untuk kegeiatan kreatif dan rekreatif yang 
ramah anak, di luar sekolah dan dapat diakses oleh semua anak  
5. Perlindungan Khusus 
a. Presentasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan 
memperoleh layanan 
b. presentasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang 
diselesaikan dengan pendekatan restoratif (Restorative Justice) 
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Selain itu untuk mempercepat terwujudnya pengembangan Kota Layak Anak 
(KLA), KPP (Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan) menjadikan model 
KLA ini sebagai prioritas program dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan 
anak dengan menetapkan 7 (tujuh) aspek penting dalam pengembangan KLA 




4. Hak Sipil dan Partisipasi 
5. Perlindungan Hukum 
6. Perlindungan Ketenagakerjaan 
7. Infrakstruktur  
Dalam penelitian ini lebih fokus membahas mengenai kasus kekerasan yang 
terjadi pada anak yang dapat dikategorikan dalam klaster ke lima yaitu klaster 
perlindungan khusus dimana pada klaster ini lebih khusus menangani anak yang 
memerlukan perlindungan dan pelayanan khusus terutama masalah korban 
kekerasan anak maupun anak yang menjadi pelaku kekerasan. 
Tabel 1.1 
Kekerasan Anak di Kabupaten Nganjuk 
  
  Jenis Kasus/Tindak Kekerasan 
Kekerasan Fisik Kekerasan Seksual Penelantaran 
2013 58 30 210 
2014 40 23 120 
2015 63 28 90 
2016 44 19  40 
2017 22 24 17 
 (Sumber Data Kekerasan Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2018) 
 
Kekerasan merupakan kasus yang hampir sering terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari. Penyebab munculnya kasus kekerasan sendiri paling banyak dari 
lingkungan sosial sekitar korban, selain itu yang sangat disayangkan adalah jika 
terjadi suatu kejadian kekerasan kebanyakan masyarakat masih menanggap hal 
tersebut tabu sehingga pemikiran ini menyebabkan keluarga serta korban tindak 
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kekerasan memilih diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak 
yang berwenang. Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk sepanjang lima 
tahun terakhir menurut data Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak paling 
banyak adalah kasus kekerasan fisik serta kasus kekerasan dalam rumah tangga 
(baik berupa kekerasan ekonomi maupun kekerasan secara fisik), untuk data 
kekerasan fisik paling banyak terjadi dikalangan remaja khususnya para pelajar, 
dimana dapat dirangkum secara keseluruhan data kekerasan anak selama lima 
tahun terakhir yaitu :  Tahun 2013 total kasus 298 , Tahun 2014 total kasus 183, 
Tahun 2015 total kasus 181, Tahun 2016 dengan total kasus 103, serta 2017 
dengan total kasus 113. 
Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk mulai dirintis pada tahun 2011  
dimana Kebijakan Kota Layak Anak mulai dilaksanakan berdasarkan SK 
Pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang gugus tugas Kota Layak Anak 
berdasarkan perintah Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak dalam menanggapi kasus pelaporan tindak kekerasan di wilayah Kabupaten 
Nganjuk yang semakin tinggi dengan angka pelaporan kasus sebanyak 281 kasus 
pada rentang tahun 2010-2011.Program Kota Layak Anak yang saat ini sedang 
berjalan di Kabupaten Nganjuk adalah Forum Perlindungan Anak Nganjuk 
(ForPAN),  pembuatan Akta gratis yang merupakan bentuk program pemenuhan 
Hak Sipil Anak, pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak (UPTDPPA), pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA), 
penyelenggaraan pelayanan Ramah Anak di puskesmas, serta usaha kemajuan 
pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam upaya penurunan angka perkawinan anak 
di wilayahnya.  
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Forum Perlindungan Anak Nganjuk (ForPAN) merupakan wadah untuk 
menghimpun aspirasi anak dimana dapat mempengaruhi pemerintah dalam 
mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan anak. Peran forum anak 
saat ini terus dikembangkan guna untuk memberi wadah bagi anak untuk 
mengembangkan kreativitas dan mintanya ke hal yang bersifat positif. Sehingga 
anak Nganjuk menjadi insan yang berkualitas dan berguna bagi bangsa ini. 
Program yang sudah diterapkan dan paling menonjol dari Forum Perlindungan 
Anak antara lain : (1) Sosialisasi Forum Anak dan Kewajiban Anak. (2) 
Sosialisasi Sekolah Ramah Anak. (3) Temu Kangen Anak Nganjuk yang 
bertujuan untuk membangun relasi antara anak-anak di Nganjuk serta 
mendiskusikan mengenai kebijakan pembangunan yang mempengaruhi hak anak. 
(4) Studi Banding dengan Forum Komunikasi Anak. (5) Pendidikan Fasilitator 
Anak.Selain program-program yang telah dipaparkan diatas Pemerintah 
Kabupaten Nganjuk telah menyediakan beberapa fasilitas infrakstruktur yang 
menunjang hak dan kreatifitas anak, antara lain :  Taman baca untuk umum dan 
anak-anak yang berpusat di Alun-Alun Nganjuk serta Rumah Baca Iqro yang 
berada di Kecamatan wilangan, selain itu Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga 
menyediakan fasilitas taman ramah anak berupa Taman Pintar serta Taman Anjuk 
ladang yang dapat menunjang hobi dan kreatifitas anak. 
Berdasarkan paparan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh dengan 
melakukan penelitian untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk   
terhadap implementasi Kota Layak Anak dalam upaya pencegahan kekerasan 
anak serta kendala apa saja yang dihadapai pemerintah daerah dalam proses 
pelaksanaan tersebut. Oleh karena ketertarikan peneliti seperti diatas maka 
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peneliti mengambil judul "Implementasi Kota Layak Anak Berbasis Partisipasi 
Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak"  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan diatas, peneliti akan 
membatasi aspek penelitian dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten 
Nganjuk adalah sebagai berikut ; 
1. Bagaimana Implementasi Kota Layak Anak berbasis partisipasi 
masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan anak di Kabupaten 
Nganjuk 
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kota Layak  
Anak berbasis partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan 
anak di Kabupaten Nganjuk 
 
C. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan   
a. Mengetahui bagaimana implementasi pemerintah Kota Layak Anak di 
wilayah Kabupaten Nganjuk. 
b. Mendeskripsikan faktor pendukung dan peghambat dalam implemntasi 
Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. 
2. Manfaat 
 Adapun manfaat yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini antara 
lain sebagai berikut : 
1. Manfaat Akademik 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan
wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Ilmu
Kesejahteraan Sosial tentang implementasi Kota Layak Anak dalam upaya
pencegahan kekerasan anak
b. Bermanfaat untuk memperkaya refrensi penulisan mengenai pelaksanaan
program Kota Layak Anak berbasis partisipasi masyarakat dalam upaya
pencegahan kekerasan anak.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat memberi masukan terkait dengan pengambilan kebijakan dalam
upaya menciptakan Kota Layak Anak berbasis partisipasi masyarakat dalam 
upaya pecegahan kekerasan anak. 
b. Sebagai bahan masukan terhadap permasalahan terkait isu kekerasan
anak. 
D. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian yang dilakukan pada pelaksanaan program Kota 
Layak Anak yang dilakukan di Kabupaten Nganjuk berbasis partisipasi 
masyarakat adalah sebagai berikut ; 
1. Alasan pemerintah Kabupaten Nganjuk  melaksanakan Kota Layak Anak.
2. Implementasi Kota Layak Anak berbasis partisipasi masyarakat dalam
upaya pencegahan kekerasan anak di Kabupaten Nganjuk.
3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kota Layak Anak
berbasis partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan Kekerasan Anak
di Kabupaten Nganjuk.
